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PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2017/PA.Mm;.

asax ) Cpaa ) Al o
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara

pada tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan

dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak;

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan
mahasiswa, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju,

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama lIslam, pendidikan SMA, pekerjaan
Tani, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27

Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuiju,

Nomor 74/Pdt.G/2017/PA.Mm;., tanggal 27 Februari 2017 telah mengajukan

gugatan terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Desa Tampalang, Kecamatan Tapalang,
Kabupaten Mamuju; dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku
Nikah Nomor 60/02/V1/2015 tanggal 22 Mei 2015;
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2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat
tinggal di ; rumah orang tua tergugat, dan tidak menentu alias pindah-
pindah, kadang di desa salletto kadang juga di desa tapalang;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai
anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
dengan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2016 antara
penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang
mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis
lagi;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah 1. Sudah tidak ada kecocokan, 2. Sering di
tinggal, 3. Sering bertengkar (masalah ekonomi dan tempat tinggal), 4.
Sudah tidak di nafkahi selama 5 bulan;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal
01 januari 2017 yang menyebabkab Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekrang tanpa saling menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami istri;

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat merasa tidak
sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat. Oleh
karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan

memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

2. Menetapkan perkawinan Penggugat (Penggugat ) dengan Tergugat
(Tergugat) putus karena perceraian;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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SUBSIDER:
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak
berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah
dilaksanakan oleh mediator, Drs. H. Andi Zainuddin., akan tetapi upaya mediasi
dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 29 Maret 2017,
namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati para pihak berperkara agar
kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya
tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat hadir di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak
pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya
yang sah meskipun menurut relaas panggilan telah dipanggil secara
resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata bahwa
ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan
yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha
menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan
keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian
dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk
umum tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor 60/02/VI/2015 tanggal 22 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, bermeterai
cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terebut di atas,
Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah

memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di
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muka sidang sebagai berikut :

» Saksi kesatu umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat
tinggal di Dusun Taparia, Desa Tampalang, Kecamatan Tapalang,
Kabupaten Mamuiju;

o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
bapak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi;

o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi
dan kadang di tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Saletto;

o Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak
rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal,

o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan September 2016;

o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang
tuanya dari pada tinggal bersama istrinya, dan Tergugat kurang
menghargai saksi sebagai orang tua karena terbukti Tergugat sering
memarahi Penggugat di depan saksi;

o Bahwa penyebab lain adalah Tergugat sudah tidak mampu lagi
menafkahi istrinya hal tersebut telah berlangsung 5 bulan sampai
sekarang;

o Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat meminta uang untuk belanja
di Pasar namun tidak dikasi oleh Tergugat;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang
lebih 6 bulan;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2017 sampai sekarang;

o Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat

tidak ada komunikasi lagi;
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o Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun
kembali, namun tidak berhasil;

» Saksi kedua, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Dusun Taparia, Desa Tampalang, Kecamatan
Tapalang, Kabupaten Mamuju;

o Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu
kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi;

o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi
dan kadang di tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Saletto;

o Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak
rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan September 2016;

o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat lebih sering tinggal di rumah orang
tuanya dari pada tinggal bersama istrinya, dan Tergugat kurang
menghargai saksi sebagai orang tua karena terbukti Tergugat sering
memarahi Penggugat di depan saksi;

o Bahwa penyebab lain adalah Tergugat sudah tidak mampu lagi
menafkahi istrinya hal tersebut telah berlangsung 5 bulan sampai
sekarang;

o Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat meminta uang untuk belanja
di Pasar namun tidak dikasi oleh Tergugat;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang
lebih 6 bulan;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2017 sampai sekarang;

o Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tidak ada komunikasi lagi;
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o Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun
kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di
persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengajukan
keterangan dan bukti-bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka hal-hal yang belum
tercantum sebagaimana uraian tersebut, ditunjuklah berita acara persidangan

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada
pokoknya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim secara
maksimal telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dan
damai dengan Tergugat, serta tidak melanjutkan gugatan Penggugat, akan
tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud Pasal 65 Undang-Undang RI

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan
Tergugat menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Andi Zainuddin,
Hakim Pengadilan Agama Mamuju, namun upaya mediasi tersebut tidak
berhasil mencapai kesepakatan berdasarkan laporan mediator tanggal 29
Maret 2017, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud
Pasal 154 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-
Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah
dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Undang-Undang RI
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu
dilanjutkan persidangan dengan pemeriksaan pokok perkara ini dalam sidang

tertutup untuk umum, dan Penggugat pun tetap mempertahankan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat
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tidak dapat didengar keterangannya karena pada sidang selanjutnya tidak
pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa
disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu
perkara ini dapat diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang-sidang
selanjutnya sehingga tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan
Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalii gugatan Penggugat dapat
dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara a
quo adalah perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani keharusan

untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan
Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dan bermeterai cukup dan oleh
karena telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta alat bukti tersebut
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka alat bukti tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang dapat berdiri sendiri serta sempurna bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh
karenanya haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai

landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah Bapak kandung Penggugat
dan saksi kedua Penggugat adalah lbu kandung Penggugat, kedua saksi
Penggugat adalah orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara
ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai angka 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
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karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan
kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalii Penggugat dihubungkan
dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan,
maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya

sebagai berikut;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama
kurang lebih 1 tahun;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak

dinafkahi selama 5 bulan;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3

bulan;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun dari pihak
keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan
bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah,
dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali
yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk
bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam;
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Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai
dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian
sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1)
dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai
solusi terbaik “Tasrih bi ihsan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika
Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah
tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi
dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah
tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak
lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian
dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di
atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil—dalil gugatannya dan
ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
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Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan
maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga
Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989, maka meskipun Penggugat tidak meminta dalam
Petitum gugatan cerainya, majelis hakim secara ex officio memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang,
Kabupaten Mamuju, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor
Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dalam jangka waktu

paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku,

dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapalang,
Kabupaten Mamuju, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor
Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, untuk dicatat
dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah
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Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah, oleh NAHARUDDIN,
S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh MARWAN WAHDIN,
S.HI., dan MANSUR, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan
dibantu oleh BACONG, S.HI., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya

Tergugat;
KETUA MAJELIS
TTD
NAHARUDDIN, S.Ag.
HAKIM ANGGOTA | HAKIM ANGGOTA Il
TTD TTD
MARWAN WAHDIN, S.HI., MANSUR, S.Ag.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

BACONG, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran :Rp. 30.000,-
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2. Biaya proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan :Rp. 350.000,-
4. Biaya redaksi ' Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
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